
 

 BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 5 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 47 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang 
mendapat alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.690.000.000,- (tiga 
belas  miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah); 

b. bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 1554/M-DAG/SD/12/2018 Perihal  
Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar 
Tahun Anggaran 2019 terdapat perubahan alokasi Dana Alokasi 

Khusus Bidang Pasar yang diterima oleh Pemerintah Daerah; 

c. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran guna penyesuaian 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
perubahan teknis pelaksanaan kegiatan pada beberapa Perangkat 
Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2018 

tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang 

Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

 Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 
 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
 Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

 Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
 Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

 Indonesia Tahun  2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

 Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 
 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

 Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6322); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 

 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran 

 Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008  Nomor7); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 
 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten 
 Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 

Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
 Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten  Magelang Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Bantuan Keuangan  Kepada Partai Politik di 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2014 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 

 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten 
 Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 

Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 51); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 36); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 53); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha 
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 

Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal  Pemerintah Daerah 
pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 23); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 

10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan 
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 34); 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2017 Nomor 21); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI MAGELANG NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal  1 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 47) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

a. pendapatan                        

1. pendapatan asli daerah    Rp.    427.614.179.270,00 

2. dana perimbangan     Rp. 1.538.049.441.000,00 

3. lain-lain pendapatan yang sah   Rp.    657.853.935.000,00 

Jumlah Pendapatan     Rp. 2.623.517.555.270,00 

b. belanja 

1. belanja tidak langsung 

a) belanja pegawai     Rp.    900.637.044.000,00 

b) belanja hibah     Rp.      65.877.835.000,00 

c) belanja bantuan sosial   Rp.      25.804.725.000,00 

d) belanja bagi hasil kepada provinsi/ 

 kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp.      19.329.767.100,00 

e) belanja bantuan keuangan kepada  

 provinsi/kabupaten/kota dan  

 pemerintah desa    Rp.   601.543.702.100,00 

f)  belanja tidak terduga    Rp.       5.000.000.000,00 

 Rp.1.618.193.073.200,00  

2. belanja langsung 

a) belanja pegawai     Rp.   113.827.618.595,00  

b) belanja barang dan jasa   Rp.   542.368.671.859,00 

c) belanja modal     Rp.   410.605.982.546,00 

        Rp. 1.066.802.273.000,00 

Jumlah Belanja     Rp. 2.684.995.346.200,00 

Defisit                       (Rp.   (61.477.790.930,00) 
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c. pembiayaan 

1. penerimaan        Rp.    71.681.790.930,00 

2. pengeluaran      Rp.    10.204.000.000,00  

Pembiayaan Netto              Rp.    61.477.790.930,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Tahun berkenaan         Rp.    NIHIL 

 
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 
Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari  Peraturan Bupati ini. 

 
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3A 

 

Penerimaan pendapatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Sub Unit Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan 

Pengeluaran anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Peternakan dan Perikanan, 

Kecamatan Salaman, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, serta Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran 
Pembiayaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Sub Unit Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditampung dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun Anggaran 2019. 

 
4. Ketentuan Penerimaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah dan Pengeluaran anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Peternakan dan Perikanan, 
Kecamatan Salaman, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, serta Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Sub Unit Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, ditampung dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 
Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.  
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Pasal  II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 

 
Ditetapkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 11 Maret 2019   
 
BUPATI  MAGELANG,   

     
ttd 

 

ZAENAL ARIFIN 
Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 11 Maret 2019   
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

 
ttd 

 
ADI WARYANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 5 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

 
SARIFUDIN, S.H. 

Pembina 
NIP. 196702121993121001 


